
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

BIAYA TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji, yang menyatakan bahwa transportasi jamaah
haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke
daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah,
yang ketentuannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Biaya Transportasi Jamaah Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  1820 );

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 4844);
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4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 );

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2012 Nomor 8 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA TRANSPORTASI HAJI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

5. Jamaah haji adalah jamaah haji Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6. Transportasi adalah angkutan yang disediakan bagi Jamaah Haji dari
daerah asal ke embarkasi dan/atau dari embarkasi ke daerah asal.

7. Biaya transportasi adalah biaya transportasi dari kota Amuntai (tempat
pemberangkatan calon jamaah haji) ke embarkasi dan/atau dari embarkasi
ke kota Amuntai, termasuk biaya pengawalan.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

9. Kementerian Agama Kabupaten adalah Kementerian Agama yang
mewilayahi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan
pelayanan dan memberikan kenyamanan bagi Jamaah Haji di Kabupaten Hulu
Sungai Utara, sehingga dalam pelaksanaan pemberangkatan dan/atau
pemulangan jamaah haji berjalan dengan tertib, aman, dan lancar.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
a. biaya tranportasi jamaah haji dari kota Amuntai ke embarkasi; dan
b. biaya transportasi jamaah haji dari debarkasi ke kota Amuntai;

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah atas persetujuan bersama DPRD, setiap tahun anggaran
mengalokasikan biaya transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.

(2) Biaya transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibebankan pada APBD.

(3) Jenis transportasi yang disediakan dengan biaya yang dibebankan pada
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut ditetapkan dengan
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Keputusan Bupati berdasarkan kesepakatan antar calon jamaah haji, yang
difasililitasi oleh Kementerian Agama Kabupaten dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Biaya transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dikelola oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi.

(2) Biaya transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 10 Juli 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK.

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 10 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

H. S U Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 10.


